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RINGKASAN

FUNGSI PENGAWASAN DPRD (Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD
Provinsi Riau)” Mar Syahid, 080920101009: 2011: 147 Halaman : Program Studi
IImu Administrasi Negara Jurusan llmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan limu
Politik

Dengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun,
sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam
memperjuangkan kepentingan publik terkadang masih banyak diwarnai oleh
kepentingan partai politik, sehingga membuat kinerja DPRD kurang optimal.
Berkaitan dengan adanya kepentingan publik dan kepentingan paartai politik yang
melingkupi anggota DPRD, maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan
dilema antara kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Lokasi penelitian
adalah DPRD Provinsi Riau. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan
deskriptif — kualitatif.

Berdasarkan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa : (1) Alat
kelengkapan DPRD Provinsi Riau pada umumnya telah bekerja sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa yang masih kurang optimal, yaitu Panitia
Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Panitia Anggaran; (2) Mekanisme pelaksanaan
fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau kurang sesuai dengan
agenda, karena ada beberapa agenda yang kadang berbenturan. Prosedur pelaksanaan
pelaksanaan lebih bersifat admisnistratif terhadap surat — surat masuk, dan belum
memiliki pedoman yang baku untuk pelaksanaan pengawasan secara umum; (3)
Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan
publik terkadang banyak disebabkan keterpaksaan, karena masalah tersebut telah
diberitakan secara intensif oleh pers atau didesak oleh publik melalui unjuk rasa
(demo); (4) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan
kepentingan sudah cukup baik, karena adanya koordinasi dengan pengurus fraksi dan
parpol. Hanya saja adanya pengawasan daari fraksi dan parpol ini terkadang membuat
Kinerja anggota dewan agak lambat, karena hati — hati takut salah; (5) Kemampuan
anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengelola Konflik kepentinagan antara
kepentingan partai politik dan kepentingan publik secara umum dapat dikatakan
cukup. Anggota dewan mampu mendahulukan kepentingan yang lebih tinggi di atas
kepentingan kelompok. Anggota dewan mendahulukan kepentingan publik (negara)
diatas kepentingan parpol dan kepentingan individu. Pada umumnya mereka berusaha
bekerja secara proporsional, namun demikian ada juga yang lebih mementingkan
kepentingan parpol, absen saat melakukan fungsi pengawasan (kunjungan kerja)
karena lokasi/masyarakatnya bukan konstituennya.

Kata kunci : DPRD, Kepentingan Publik, dan Kepentingan Partai Politik
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SUMMARY

DPRD SUPERVISION FUNCTION (The Study Of Interest Conflic Management
Between The Political Parties Interests and Public Interest In The Provincial
Parliament Riau)” Mar Syahid, 080920101009; 2011: pages: 147 Program Study
Of Public Administration Major Of Adminstratif Science Social and Political Science
Faculty University Jember

With regional autonomy, the role of Parliament in fulfilling its oversight of
local government will be autonomous and empowered. However, as a gathering place
of representatives of political parties, Parliament in protecting the public interest
sometimes still colored by the interests of many political parties, thus making less
than optimal performance of Parliament.

In connection with the public interests and the interests of political parties
that surround the parliament members, this research focuses on managing the
dilemma between public interests and the interests of political parties. The
observation was DPRD Riau Province. Techniques used to collect data are
interviews, observation and documentation. To analyze the data using descriptive -
qualitative.

Based on the findings in the field can be concluded that: (1) Fittings DPRD
Riau province in general has been working in accordance with the basic tasks and
functions. But there are some that are still less than optimal, ie Consultative
Committee, Honorary Board, and Budget Committee; (2) implementation of oversight
mechanisms DPRD Riau Province conducted in accordance with the agenda less,
because there are several sometimes conflicting agendas. Implementation procedures
is more admisnistratif implementation to the letter - the letter came in, and do not
have standardized guidelines for the implementation of general oversight, (3) the
ability of legislators Riau Province in articulating the public interest sometimes
caused a lot of compulsion, because these problems have been intensively reported by
the press or compelled by the public through demonstrations (demos), (4) the ability
of legislators in articulating the interests of the Riau Province was good enough,
because of coordination with the board factions and political parties. It's just the
monitoring of these factions and political parties sometimes make the performance of
board members rather slow, as the heart - the heart afraid of; (5) the ability of
members of the DPRD Riau province in managing the dilemma between political
party interests and public interests in general can be said enough. Board members
capable of a higher priority to the interests over the interests of the group. Prioritize
the interests of board members of public (state) interests above the interests of
political parties and individuals. Generally they try to work in proportion, but there is
also more emphasis on the interests political parties, absent when performing
supervisory functions (working visit) because of the location / community rather than
their constituents.

Key Words :DPRD, Political Party Interes, Public Interes
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ABSTRAK
Oleh: Mar Syahid
Pembimbing Utama: Prof. Dr. A. Khusairi. MA

Dengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun,
sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam
memperjuangkan kepentingan publik terkadang masih banyak diwarnai oleh
kepentingan partai politik, sehingga membuat kinerja DPRD kurang optimal.
Berkaitan dengan adanya kepentingan publik dan kepentingan paartai politik yang
melingkupi anggota DPRD, maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan
dilema antara kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Lokasi penelitian
adalah DPRD Provinsi Riau. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan
deskriptif — kualitatif. Berdasarkan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa : (1)
Alat kelengkapan DPRD Provinsi Riau pada umumnya telah bekerja sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa yang masih kurang optimal, yaitu
Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Panitia Anggaran; (2) Mekanisme
pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau kurang sesuai
dengan agenda, karena ada beberapa agenda yang kadang berbenturan. Prosedur
pelaksanaan pelaksanaan lebih bersifat admisnistratif terhadap surat — surat masuk,
dan belum memiliki pedoman yang baku untuk pelaksanaan pengawasan secara
umum; (3) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan
kepentingan publik terkadang banyak disebabkan keterpaksaan, karena masalah
tersebut telah diberitakan secara intensif oleh pers atau didesak oleh publik melalui
unjuk rasa (demo); (4) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam
mengartikulasikan kepentingan sudah cukup baik, karena adanya koordinasi dengan
pengurus fraksi dan parpol. Hanya saja adanya pengawasan daari fraksi dan parpol ini
terkadang membuat kinerja anggota dewan agak lambat, karena hati — hati takut
salah; (5) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengelola dilema antara
kepentingan partai politik dan kepentingan publik secara umum dapat dikatakan
cukup. Anggota dewan mampu mendahulukan kepentingan yang lebih tinggi di atas
kepentingan kelompok. Anggota dewan mendahulukan kepentingan publik (negara)
diatas kepentingan parpol dan kepentingan individu. Pada umumnya mereka berusaha
bekerja secara proporsional, namun demikian ada juga yang lebih mementingkan
kepentingan parpol, absen saat melakukan fungsi pengawasan (kunjungan kerja)
karena lokasi/masyarakatnya bukan konstituennya.

Kata kunci : DPRD, Kepentingan Publik, dan Kepentingan Partai Politik



ABSTRACT
By: Mar Syahid
Under Supervision of: Prof. Dr. A. Khusairi. MA

With regional autonomy, the role of Parliament in fulfilling its oversight of
local government will be autonomous and empowered. However, as a gathering place
of representatives of political parties, Parliament in protecting the public interest
sometimes still colored by the interests of many political parties, thus making less
than optimal performance of Parliament. In connection with the public interests and
the interests of political parties that surround the parliament members, this research
focuses on managing the dilemma between public interests and the interests of
political parties. The observation was DPRD Riau Province. Techniques used to
collect data are interviews, observation and documentation. To analyze the data
using descriptive - qualitative. Based on the findings in the field can be concluded
that: (1) Fittings DPRD Riau province in general has been working in accordance
with the basic tasks and functions. But there are some that are still less than optimal,
ie Consultative Committee, Honorary Board, and Budget Committee; (2)
implementation of oversight mechanisms DPRD Riau Province conducted in
accordance with the agenda less, because there are several sometimes conflicting
agendas. Implementation procedures is more admisnistratif implementation to the
letter - the letter came in, and do not have standardized guidelines for the
implementation of general oversight, (3) the ability of legislators Riau Province in
articulating the public interest sometimes caused a lot of compulsion, because these
problems have been intensively reported by the press or compelled by the public
through demonstrations (demos), (4) the ability of legislators in articulating the
interests of the Riau Province was good enough, because of coordination with the
board factions and political parties. It's just the monitoring of these factions and
political parties sometimes make the performance of board members rather slow, as
the heart - the heart afraid of; (5) the ability of members of the DPRD Riau province
in managing the dilemma between political party interests and public interests in
general can be said enough. Board members capable of a higher priority to the
interests over the interests of the group. Prioritize the interests of board members of
public (state) interests above the interests of political parties and individuals.
Generally they try to work in proportion, but there is also more emphasis on the
interests political parties, absent when performing supervisory functions (working
visit) because of the location / community rather than their constituents.
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